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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.25 Jg03 /2)a ) sk <B ) X1 [202z
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOF]
PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADLU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Menimbang - a. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pasal 14 avat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

b. behwa untuk mewujudkan pelayvanan prima dan kepastan hukum
kepada masyarakat di bidang perizinan berusaha pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Serdang Bedagai dipandang perlu menyusun Standar Operasional
Prosedur (S0P} Pelayanan Penzinan;

£, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
J'n'h:uzl.uﬁr dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang
Bedagai tentang Standar Operasional Prosedur (S0OP) Pelayanan
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagad,

: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43406);
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2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587),
schagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6373,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor

s601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kega

{Lembaran Negara Republilkk Indonesia Tahun 2020 Nomor 2435,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573);

7. Undang-Undang Nomeor [ Tahun 2032 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 2 Tahun 2021  tentang
| Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6617);




11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

i Penyelenpgaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara
| Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran

i I' Megara Republik Indonesia Nomor 66 18);
I 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
615);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 te
Daerah (Berita

ntang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Namor 1956);

15, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Card
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas
Penanaman Modal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 27 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6  Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun
2016 Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah
Dacrah Kabupaten Serdang Bedagai,

18. Peraturan Bupati Serdang Bedagal Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai;

19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penvelenggaraan Perizinan Berusaha
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;

20, Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2022 Tentang
Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOF) PELAYANAN PERIZINAN
FADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAL
KESATU : Standar Operasional Prosedur [SOP) terdiri dari 50 (lima puluh)
Perizinan berusaha dan non berusaha meliputi :
1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Menengah Tinggi)l/
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (S5);
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Tinggi)/Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan Izin;
. I=in Praktik Dokter:
. Izin Praktik Dokter Gigi;
. Izin Praktik Dokter Spesialis;
. Izin Praktik Bidan;
. Izin Praktik Perawat;
. Izin Prakiik Fisioterapis;
. lzin Kerja Fisioterapis;
10. lzin Kerja Refraksionis Optisien;
11. Izin Praktik Apoteker;
12. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
13. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
14. Izin Kerja Perckam Medis;
15, lzin Praktik Tenaga Gizi;
16. lzin Kerja Tenaga Gizi;
17. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
18. Izin Praktik Penata Anestesi;
19. Izin Praktik Elekiromedis;
20, Izin Kerja Radiografer;
21. Izin Praktik Perawat Gigi;
22 lzin Kerja Perawat Gigi;
23 Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;
24, [zin Pralktik Okupasi Terapis;
25. Izin Kerja Okupasi Terapis;
26. lzin Praktik Terapis Wicara;
27, Izin Kerja Terapis Wicara;
28. lzin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
29, Izin Praktik Ortotis Prostetis;
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30.1zin Kerja Ortotis Prostetis;
31.lzin Tukang Gig;
92, lzin Kerja Optometris;
33, Izin Praktik Psikolog Klinis;
34. Izin Praktik Akupuntur Terapis;
35. Izin Praktik Tenaga Keschatan Tradisional Interkontinental;
36 Tzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
7. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta;
38, Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB| Swasta;
39, lzin Pendirian Taman Penitipan Anak [TPA) Swasta;
40. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SF=)
Swasta;
41, Izin Pendirian Sekolah Dasar (S0 Swasta;

47, Jzin Pendirian Sckolah Menengah {SMPF) Swasta;
44, Jzin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF] Lembaga

Kuraus dan petatihan (LKP);
44_ lzin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal [PNF) Kelompok

Belajar;

45. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat [PKEM);

4h. l#n Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Majelis Taklim;

47. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Rumah Pintar;

48, Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Farmal (PNF) Balai Belajar
Bersama;

49, [zin Pendinan Satuan Pendidikan Non Formal {PNF) Lembaga
Bimbingan Belajar;

50. Izin Reklame.

KEDUA : Komponen Standar Operasional Prosedur (SOF) sebagaimana
dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi :
1. Nomor Standar Operasional Prosedur,
2. Tanggal Pembuatan;

3. Tanggal Revisi:

4. Tanpgal Pengesahan;

5. Disahkan Oleh;

., Nama Standar Operasional;

7. Dasar Hukum;

. Kualifikasi Pelaksana;

9. Keterkaitan;
10. Peralatan dan Perlenghapan;
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KETIGA

KEEMPAT

11. Peringatan;

12. Pencatatan dan Pendataan;
13. Uraian Prosedur;

14. Pelaksana;

15. Kelengkapan;

16. Waktu; dan

17. Output.

. Standar Operasional Prosedur (S0OP) sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU dan diktum KEDUA tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S8el Rampah
Pada Tanggal - 2 Oesember Qo4
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